J
l

Penuntun Praktis

PERIANJIAN PEHBERIAN KUASA

| Menurutitab Undang-Undang Hukum Perdita




0612 2017

Penuntun Praktis

Perjanjian Pemberian Kuasa
Menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata

No. Klass Mo 02 ML p

No Induk.MH%H, Tgl OG.’.‘R".&?”
R BB i nnapesessiovanssd
W Pulia

B L e i e S i




pjaja S. Meliala, SH. MH

Penuntun Praktis

PERJANIIAN PEMBERIAN KUASA

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdts

. :“ﬂg.-@h;in”‘.;h ,,,,,,

7
Vi



. ._ ';Penuntun Praktls o C
L __Per;‘nnjlan Pemberian Kuasa Menurut Kltab
e Undang—l}ndang I-Iukum Perdﬁta :

D:h;mpun oleh _
v :'D,;a]a S. Melmla, SH. MH

o : Copy: lght © 2008 pad't Nuam't Aulia

'Dcsam Eayout & COVCI
' www.somc—stu com

. Montasc
Aulia Studm

CCi.'\kdﬂ. Pcmund I‘Ll)ruarl 2008

Dltc1b1tk¢m Olch

-7 Nuansa Aulia

L Tatan Per mai 28 No: 97 '
: .Tt,lp (022) 5403518 5403533 Fdx ((}22) 54035i8

Mar g‘lh’iyu ch m'n Bdndun&, (402 | 8)

”' -Ang,gota IKAPI _ : :
“emnai : nuasmmlm@yahoo co. 1d I

_ PERPUSTAKAANNASIONAL
KATALOGDALAMTERBITAN [

Djajas. Meliala ' '

_ . Peruntun praktxs pet janjzcm kuaS'\ menurut

- kltab undang-undang: hukum perdaia/Oth

O S D_]a_]ElS Meliala. Cet! Bandung NuansaAulka

: .;'_'_f58hlm lixESCm B

'ISBN978W)79~E272»94~0 _ :
' L _Hukumpcrjanjsan 1 Iudul

- E _ Perjanfian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerdata




KATA PENGANTAR

Buku ini sebenarnya sudah diterbitkan pada tahun 1982,
berkenaan dengan dikeluarkannya Instruksi Mendagri
tanggal 6 Maret 1982 No. 14/1982, yang melarang peng-
gunaan surat kuasa mutlak dalam (ransaksi jual-beli tanah.
Pada penerbitan kali ini dilakukan penambahan dan
perbaikan. Dengan memberikan contoh-contoh bagaimana

membuat surat kuasa baik yang umum mavpun y’mg khusus.”

Misalnya, contoh surat kuasa sebagai Penggugat; surat kuasa
sebagai Tergugat, surat kuasa untuk mengajukan banding
dan kasasi atau peninjauan kembali dan lain-fain. Juga
diberikan contoh surat kuasa mutlak yang dilarang d"m yang
tidak dilarang.

- Kemudian dilengkapi pula dengan putusan-putusan

Mahkamah Agung. Adapun putusan Mahkamah Agung yang
dimaksud sebelumnya sebagian sudah ada dalam buku ini,
dan sebagian lagi dikutip dari sumber, Ropaum Rambe :
Hukum Acara Perdata Lcngkap Jakarta : Sinar Grafika,
2004.

Oleh karena itu materi yang disa_jikan dapat digunakan
sebagai panduan dalam prakiek bagi para praktisi hukum
serta dapat memberikan keterampilan praktis kepada para
mahasiswa dan kalangan umum. Semoga bermanfaat.

Bandung, November 2007

Penghimpun
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PENDAHULUAN

L Pemberian Kuasa, adalah suatu perbuatan hukum yang
'bcxsumbel pada perjanjian yang sering dilakukan dalam
_kelndupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam
_alasan, disamping kesibukan sehari-hari scbagcu "mggotd
‘masyarakat yang demikian kompleks. :

Untuk mengatasi dan mengatur keadaan semacam int,
seseorang akan memerlukan bantuan atau jasa pihak lain
dengan syarat atau formalitas-formalitas seperti yang
ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam lapangan hukum materiil, hal ini diatur dalam Buku
I, Bab XVI, Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819
KUHPerdata.

Dalam lapangan hukum formil, diatur dalam Pasal 123
H.IR (Pasal 147 R. Bg.).

Dalam perjanjian pemberian kuasa, selalu ada 2 {(dua}
pihak atau lebih, yakni pemberi kuasa (lastgever) dan
penerima kuasa (lasthebber).

Pemberi kuasa adalah orang vang telah dewasa dan
tidak berada di bawah pengampuan (Pasal 1330
KUHPerdata).

Menurut Pasal 1798 KUHPerdata, seorang anak yang
belum dewasa dapat ditunjuk menjadi penerima kuasa, tetapi
pemberi kuasa tidak dapat menuntut penerima kuasa (yang
masih belum dewasa), jika terjadi hal-hal yang merugikan
pembert kuasa. Si pemberi kuasa dapat menggugat secara
fangsung orang dengan siapa si peperima kuasa telah
bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya
pemenuhan persetujuannya (Pasal 1799 KUHPerdata).
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Pembahasan tentang ‘perjanjian “pemberi kuasa”,
sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan berkaitan erat dengan
hal “perwakilan” (Vertegenwoordiging), karena pemberian
kuasa akan menerbitkan perwakilan, yakni adanya
seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu

* petbuatan hukum (Subekti : Aneka Perjanjian, Bandung :

PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. [41). Akan téetapi
“perwakilan”, tidak hanya bersumber kepada pemberian
kuasa (perjanjian), juga bersumber pada Undang-Undang.
Dalam buku kecil ini substansinya dibatasi hanya pada
perjanjian “Pemberian Kuasa”, disertai contoh-contohnya.
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~ Pengertian Pemberi Kuasa

Pasal 1792 KUHPerdata, memberikan batasan, sebagai
berikut : pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, dengan
mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain,
yang menerimanya, unfuk atas namanya, menyelesaikan
suatu pekerjaan,

‘Pari definisi ini dapat diketahui bahwa perjanjian pembu;
kua%a adalah merupakan perjanjian sepihak.

' Menur_ut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian ialah
suatu perbuatan hukum dimana satu drang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
Selanjutnya Pasal 1338 avat T KUHPerdata, memberikan

kebebasan kepada para pihak untuk antara lain menentukan -

isi perjanjian dan memiklih deng'm 5:apa ia 1k‘m membuat
suatu pegjanjian, :

Kemudian makna kata-kata “untuk atas namanya”,
berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari
perjanjian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan
(Pasal 1807 KUHPerdata).

Namun, tidak semua hal dapat dikuasakan kepada orang
lain (pihak 111}, ada perbuatan yang tidak dapat diwakilkan,
scbagai contoh, misalnya : dalam membuat testamen (Pasal
932 KUHPerdata), melangsungkan perkawinan, kecuali ada
alasan penting sebagaimana diatur dalam Pasal 79
KUHPerdata, mengakui atau mengangkat anak (Adopsi).
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Tentang upah (kontra prestasi), Pasal 1794
KUHPerdata menentukan bahwa : perjanjian pemberian
kuasa terjadi cleng’m cuma - Cuma, kecuali jika diperjanjikan
sebaliknya. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan besar
kecilnya upah, maka upah (kontra prestasi) diatur menurut
Pasal 411 KUHPerdata.

Pasal 411 KUHPerdata, berbunyi : semuta wali, kecuali
bapak, ibu dan wali - peserta, boleh memperhitungkan upah
sebesar tiga persen dari segala pendapatan, dua persen dari
segala pengeluaran, dan satu setengah persen dari modal
yang mereka terima, kecuali jika mereka lebih suka
menerima upah yang ditentukan dengan surat wasiat atau
dengan akia otentik tersebut dalam Pasal 355; dalam hal

yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan_ upah
yang lebih besar, o

Akarn tetapi jika ditentukan sebahknya maka isi pu jﬂﬂjldn
itu yang berlaku. Oleh karena itu perjanjian pemberian kuasa .
yang merupakan perjanjian sepihak, berubah menjadi.
perjanjian timbal - balik, disebut sebagat petjanjian timbal —
balik yang tidak sempurna.

ﬁ Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerdata



Jenis Pemberi Kuasa

Dari ketentuan Pasal 1795 KUHPerdata, dikendl dua
;cms surat knasa, yaitu :
1.1, Surat Kuasa Umum.

1.2, Surat Kuasa Khusus.

ad. I 1. Surat Kyasa Umim

Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum
adalah meliputi perbuatan — perbuatan pengurusan yang
mencakup segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali
perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik
(Pasal 1796 KUHPerdata). Misalnya melakukan tindakan
pengurusan, penghunian atau pemeliharaan seperti
membayar rekening listrik, telpon dan rekening air atau
tindakan lain yang merupakan tindakan pemilikan sementara
terhadap sebuah rumah atau lebih yang teilelak di kotd
tertentu atau jalan tertentu.

ad. 11. 2. Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa ini hanya mengenai satu kepentingan
tertentu atau Iebih; oleh karena itu diperlukan suatu
pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan
mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, misalnya
: untuk mengalihkan hak atas barang bergerak atau tidak
bergerak, memasang Hipotek atau membebankan Hak
Tanggungan, melakukan suatu perdamaian atau perbuatan
fain yang hanya dapat dilakukan oleh scorang pemilik.

Kuasa seorang pengacara untuk membela {menyelesai-
kan) suatu perkara dimuka Pengadilan, diperlukan suatu
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Surat Kuasa Khusus secara tertulis (Pasal 123 HIR / Pasal
147 R. Bg.) dan dibubuhi meterai.

Dalam praktek sehari — hari, dikenal satu jenis surat
kuasa lain, melalui akta - akta Notaris atau di bawah tangarn.
Surat kuasa ini memakai klausul “tidak dapat dicabut
kembali” ataw lebih poputer dengan istilah, “Surar Kuasa
Mutlak”. Surat kuasa ini telah dilarang penggunaaannya olch
Instruksi Mendagri tanggal 6 Maret 1982, No. 14/1982, yang
kemudian telah diperkuat olch Jurisprudensi Mahkamah
Agung tanggal 14 April 1988, No. 2584 K/Pdt/1986 (Yahya
Harahap : Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika,
2007, hlm. 6.). Patusan Mahkamah Agung ini menentukan
surai-kuasa mutlak mengenai jual-beli tanaby tidak dapat
dibenarkan, karena dalam prakeck sering disalahgunakan
untuk menvelundupkan jual-beli tanah.

Sebetum dikeluarkannya Instruksi Mcncidgz‘i No. 14/
1982 tersebut, penggunaan surat kuasa mutlak dimungkinkan
berdasarkan Pasal 3 Akta jual-beli menurat fampiran
Peraturan Meateri Agraria No, 11/ 1961 {tihat lampiran 2).

Kecuali terhadap penggunaan surat kuasa mutlak dafam
transaksi jual — beli tanah, paca pthak dapat sepakat agar
pemberian kuasa ticak dapat dicabut kembali. Hal ini
dimungkinkan oleh karena Hukum Perjanjian bersifat
mengaiur (Yahya Harahap @ Ibid, him. 2},
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Bentuk Pemberi Kuasa |

Pasal 1793 KUHPerdata, menentukan bahwa suatu
surat kuasa, dapat dibuat dengan : T
IIL.1. . akta otentik

IIL.2. -akta di bawah tang‘ln
1.3, suxat biasa _
111.4. secara lisan N
115, secara diam — diam. e

Dalam hal tertentu, pihak-pihak dalam perjanjian
pemberian kuasa, terikat pada syaiatwsyax at fm mil, seperti
a. Surat kuasa yang harus otenuk T

a. 1. Kuasa untuk melangsungkan pelkawman (Pasal 79
KUHPerdata).

a.2. Kuasa menghibahkan (Pasal 1683 KUHPerdata)

Dengan berlakunya UUPA, sepanjang mengenal
tanah sudah dicabut, tetapi dalam hal —hal [ain belum
dicabut. -

aSKuasa memasang - Hlpotek (Pasal 1171
KUHPerdata) : -

Demikian pula kuasa membebankan hak tanggungan,
disingkat SKMHT (penjelasan umum butir 7 UU
Hak Tanggungan, UU No. 4/1996) ' :

“Dalam memberikan hak tanggungan, pemberi hak
tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT. Jika
karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia
wajib menunjuk-pihak iain sebagai kuasanya, dengan
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Pemberian Kuasa, adalah suatu perbuatan hukum yang
bersumber pada perjanjian yang sering dilakukan dalam kehidupan
sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, disamping
kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang demikiar
kompleks

Untuk mengatasi dan mengatur keadaan semacam int
seseorang akan memerlukan bantuan atau jasa pihak lain dengaf
syarat atau formalitas-formalitas seperti yang ditentukan olel
Undang-Undang.

Dalam lapangan hukum materiil, hal ini diatur dalam Buku [Il, Bal5
XVI, Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata.

Dalam lapangan hukum formil, diatur dalam Pasal 123 H.I.R (Pasal 147
R.Bg.).

Dalam perjanjian pemberian kuasa, selalu ada 2 (dua) pihak atau
lebih, yakni pemberi kuasa (lastgever) dan penerima kuasa
(lasthebber).

Pembéri kuasa adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada
dibawah pengampuan (Pasal 1330 KUHPerdata).

Menurut Pasal 1798 KUHPerdata, seorang anak yang belum
dewasa dapat ditunjuk menjadi penerima kuasa, tetapi pemberi kuasa
tidak dapat menuntut penerima kuasa (yang masih belum dewasa),
jika terjadi hal-hal yang merugikan pemberi kuasa. Si pemberi kuasa
dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si penerima
kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut
daripadanya pemenuhan persetujuannya (Pasal 1799 KUHPerdata).
Pembahasan tentang perjanjian “pemberi kuasaj sebenarnya tidak
dapat dilepaskan dan berkaitan erat dengan hal “perwakilan”
(Vertegenwoordiging), karena pemberian kuasa akan menerbitkan
perwakilan, yakni adanya sesearang yang mewakili orang lain untuk
melakukan suatu perbuatan hukum (Subekti : Ancka Perjanjian,
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, him. 141). Akan tetapi
"perwakilan] tidak hanya bersumber kepada pemberiag
(perjanjian), juga bersumber pada Undang-Undang. Dalar
ini substansinya dibatasi hanya pada perjanjian "Pembd
disertai contoh-contohnya.
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